
 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR  40  TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR  50 TAHUN 
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan 
serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, 
serta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo 
dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2023; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan  tahun 
berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sebagaimana telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2023, serta untuk 
menjaga konsistensi antara perencanaan dan 
penganggarannya, maka perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai 
pelaksanaan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2023; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041);  

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 
rancangan peraturan daerah tentang rencana 
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara 
perubahan rencana pembangunan jangka panjang 
daerah, rencana pembangunan jangka menengah 
daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 
Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 
Nomor 3); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 
Nomor 5); 

19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2022 Nomor 50); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023. 

 

  Pasal I 
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2022 Nomor 50) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 4 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan 
sistematika penyusunan sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II 

(TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN 
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH 
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

BAB VI : PENUTUP 

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

 Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 22 Agust 2023 

BUPATI SITUBONDO, 

 

                    ttd. 

 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 22 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

 

WAWAN SETIAWAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 40 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


